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ABSTRAK

JUDUL SKRIPSI : Pemberian Remisi Bagi Narapidana Penyalahgunaan
Narkotika di Rumah Tahanan Negara Klas I Kota Palembang

NAMA : Virnaldi Guswanda Putr=
NIM o 02121401025
Skripsi ini berjudul “Pemberian Remisi Bagi Narapid P lahgunaan Narkotika di Rumah

4
Tahanan Negara Klas 1 Kotu palembang”. Penulisan skripsi ini dilaiar belakangi mengenai
terpidana dalam tinduk pidana peayalahgunaan Narkotika yang menjalani pidana penjara memiliki
hak-hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan Undang-undang, salah satunya adalah dengan
pemberian remisi. Eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 teraang (Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan) mengingkari asas kesamaan hak dihadapan hukum (Equality Before
the Law) yang membedakan pemberian remisi bagi terpidana kejahatan biasa dengan terpidana
pelaku kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime). Bahwa pengetatan remisi bagi kejahatan luar
biasa terutama terhadap narapidana kasus narkotika di Indonesia bertentangan dengun landasan
dasar ideologi negara indonesia yaitu Pancasila. Adapun permasalanan yang dibahas dalam skripsi
ini adalah mengenai mekanisme pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana penyalahgunaan
narkotika di Rumeh Tahanan Negara Klas I Kota Palembang dan kendala dalam pemberian remisi
bagi narapidana tindak pidana penyulahgunaan narkotika di Rumah Tahanan Negara Klas I Kota
Palembang. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian
yang digunakan yaitu pendekatan penelitian sosiologis. Penulisan skripsi ini berdasarkan sumber daia
primer yang diperoleh melalui kata-kata dan tindakan orang yang liamati atau di :ara juga
data sekunder yang bersumber dari literatur yaitu peraturan perundang-undangan, dokumen resmi
yang berhubungan dengan permasalahan. Sumber data tersebut dianalisis dengan metode analisis
- data kualitatif dan penarikan kesimpulannya menggunaken logika berfikir dedukiif. Hasil penelitian
sjukan balwa mekanisme tata cara pemberian remisi secara teknis yang dilakukan oleh Rutan
kelas I Palembang adalah menelaah status Warga Binaan Pemasyarakatan, kemudian mengusulkan ke
kantor wilayah, setelah menerima SK dari kantor wilayah, tahanan ditetapkan apakah akan
memperoleh remisi. Dalam pemberian remisi bugi narapidana tindak pidana penyalahgunaan
narkotika di Rutan Kias | Kota Palembung, terdapat kendala terhadap program-program pembinaan
dari petugas Rutan Klas 1 Palembang belum dapat diterima sepenuhnya dan dapat dilaksanakan
sepenuhnya oleh narapidana.
Kata Kunci : Remisi, Pemberian Remisi, Narapidanae Penyalahgunaan Narkotika
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum positif Indonesia mengenal berbagai macam sanksi pidana
dan salah satunya vyakni pidana penjara. Menurut P.A.F. Lamintang
mengemukakan pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan
kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup
orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan
orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam
lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib

bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.?

Tujuan dari sanksi pidana menurut Van Bemmelen adalah untuk
mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi
untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan.
Pidana penjara dalam Pasal 10 KUHP juga dikenal dalam rancangan KUHP

terbaru yang dengan sebutan lain yaitu pidana pemasyarakatan.?

1 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: PT. Refika
Aditama, 2006, him. 71.

2).E. Sahetapy, Pidana Mati dalam Negara Pancasila. Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2007, him. 90.



Pidana penjara atau pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari
hukuman yang dijatuhkan kepada seorang terpidana yang telah divonis dengan
putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (/nkracht).
Tujuan pidana penjara menurut Sahardjo seharusnya disamping menimbulkan
rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak juga

harus



membimbing terpidana agar bertobat dan mendidik menjadi seorang anggota
masyarakat Indonesia yang berguna, dengan kata lain tujuan pemidanaan pada
saat ini tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai
tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi, dan reintergrasi warga binaan

lembaga pemasyarakatan.3

Sebagaimana diketahui bahwa sistem pemasyarakatan yang berlaku saat
ini, secara konseptual dan historis sangat berbeda dengan apa yang berlaku
dalam sistem kepenjaraan masa lalu yang lebih menekankan unsur pembalasan
daripada pembinaan dan bimbingan. Bertolak dari pandangan Saharjo, tentang
hukum sebagai pengayoman. Hal ini membuka jalan perlakuan terhadap
narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara.
Amanat Presiden Rl dalam konfrensi dinas menyampaikan arti penting terhadap
pembaharuan pidana penjara di Indonesia. Yaitu merubah nama kepenjaraan
menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini amanat Presiden
tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang Hari Lahir Pemasyarakatan Rl

tanggal 27 April 1964 dan piagam Pemasyarakatan Indonesia®.

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang terdapat di wilayah Sumatera
Selatan khususnya di kota Palembang terdapat di JI. Inspektur Marzuki Km. 4,5
Pakjo, Palembang. Lembaga ini di bawah naungan Departemen Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia dengan kendali kerja di bawah Direktorat

3 Sahardjo, Pohon Beringin Pengayoman, Jakarta: Ul, 1964, him.6.

4 Dwidja Priyatno. Op. Cit. him. 97.



Jenderal Pemasyarakatan. Gedung Rutan Pakjo sendiri berkapasitas 750 orang
dengan isi total penghuni sekarang 1.447 tahanan dan narapidana, yang terdiri

dari 987 tahanan dewasa laki-laki, dan 460 narapidana dewasa laki-laki.

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi
sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan
mengedarkan Narkotika secara ilegal. Pada dasarnya Narkotika dibutuhkan dan
memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya dibidang kesehatan.
Namun dengan semakin berkembangnya zaman, Narkotika kemudian digunakan

untuk hal-hal negatif.

Pengertian Narkotika sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) yaitu Narkotika adalah zat atau
obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun
semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,
hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan
sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Didalam dunia kedokteran,
Narkotika digunakan untuk membius pasien sebelum dioperasi. Hal ini dilakukan
karena didalam Narkotika terdapat zat yang dapat memengaruhi perasaaan,
pikiran, dan kesadaran pasien. Oleh karena itu, agar penggunaan Narkotika

dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus

5 http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil, diakses pada tanggal
16 September 2016



http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil

diawasi secara ketat sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Undang-undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.®

Penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelapnya dengan sasaran
generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah khususnya di kota
Palembang, berdasarkan keterangan dari Kepala BNN Sumatera Selatan M.
Iswandi Hari pelaku penyalahgunaan Narkotika di Sumatera Selatan tergolong
tinggi, dari hasil data tahun 2015 setidaknya 2400-an pengguna Narkotika

berhasil terjaring oleh petugas.’

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam upaya
mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika
diperlukan upaya bersama antara aparat penegak hukum dan masyarakat
dengan diterapkannya sanksi pidana penjara dan rehabilitasi. Terpidana
penyalahgunaan Narkotika yang menjalani pidana penjara memiliki hak-hak
yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan Undang-undang, salah satunya
adalah dengan adanya pemberian remisi. Menurut Andi Hamzah remisi adalah
sebagai pembebasan hukum untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur
hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.

Remisi pada hakekatnya adalah hak semua narapidana dan berlaku bagi

5 Andi Hamzah, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika. Jakarta: Sinar Grafika, 1994, him
33.

7 http://palembang.tribunnews.com/2016/02/18/sumsel-masuk-10-besar-pengquna-narkoba, di
akses pada tanggal 30 Agustus 2016.



http://palembang.tribunnews.com/2016/02/18/sumsel-masuk-10-besar-pengguna-narkoba,

siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana sementara bukan

pidana seumur hidup dan pidana mati.®

Hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai remisi terdapat dalam
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun
1999 tentang Remisi, selanjutnya dilakukan pembaharuan melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun

1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.®

Eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terkait dengan
pemberian remisi mengalami berbagai macam penolakan, hal ini karena adanya
pengetatan pemberian remisi salah satunya terhadap pelaku tindak pidana
narkotika. Syarat dan ketentuan untuk mendapatkan remisi yang diatur sebelum
diterbitkannya PP No. 99 Tahun 2012 adalah PP No. 32 Tahun 1999 tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 34.

Pasal 34 dirumuskan:

1. Setiap narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa pidana
berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.

2. Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, apabila
selama menjalani pidana, yang bersangkutan :

8 Dwidja Priyatno, Op. Cit. him.1.

° Ibid, him.134.



a. Berbuat jasa kepada negara,

b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau
kemanusiaan, atau

c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

3. Ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagimana dimaksud dalam ayat
(1) dan ayat (2) berlaku juga bagi narapidana dan anak pidana yang
menunggu grasi sambil menjalani pidana.

Setelah itu diterbitkan PP No. 28 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas PP
No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak warga Binaan

Pemasyarakatan Pasal 34 yang berbunyi:

1. Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan remisi.

2. Remisi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada narapidana dan
anak pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Berkelakuan baik,dan
b. Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

3. Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana
terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap
keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan
kejahatan transnasional teroganisasi yang lainnya, diberikan remisi
apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Berkelakuan baik,dan

b. Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

Dengan adanya PP No. 28 Tahun 2006 ini, diharapkan pemberian remisi
bisa lebih diperketat. Namun dirasa kurang memberikan rasa keadilan bagi
masyarakat maka pada tahun 2012, diterbitkan peraturan baru yang mengganti

Pasal 34 ayat (3), dengan adanya peraturan yang baru di harapkan tidak ada



obral remisi lagi. Peraturan yang baru yakni PP No. 99 Tahun 2012. Pasal 34

dirumuskan:

Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.

2. Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada
Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:

a. Berkelakuan baik; dan
b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

3. Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a dibuktikan dengan:

a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun
waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum
tanggal pemberian remisi; dan

b. Telah mengikuti program pembinaan yang
diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Ketentuan Pasal 34A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan
tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika,
psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara,

kejahatan hak asasi manusia vyang berat, serta kejahatan
transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi
persyaratan:
a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk
membantu membongkar perkara tindak pidana

yang dilakukannya;

b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai
dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana
karena melakukan tindak pidana korupsi; dan telah mengikuti
program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS
dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta
menyatakan ikrar:



1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
secara tertulis bagi narapidana Warga Negara
Indonesia, atau

2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana
terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara
Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana
terorisme.

2. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika
dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

3. Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi
penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dalam peraturan pemerintah yang baru ini, menambahkan syarat-syarat
dalam pemberian remisi. Syarat berkelakuan baik harus di buktikan dengan tidak
sedang menjalani hukuman disiplin, juga telah mengikuti program pembinaan
lapas dengan predikat baik. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012
menimbulkan berbagai macam persoalan diantaranya adalah pandangan Yusril
lhza Mahendra bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012
mengingkari asas kesamaan hak dihadapan hukum (Equality Before the Law)
yang membedakan pemberian remisi bagi terpidana kejahatan biasa dengan
terpidana pelaku kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime) terorisme,

narkotika, psikotropika dan korupsi di Indonesia.*°

10 hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/Diskriminatif dalam
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012/download/533/523, di akses pada
tanggal 25 Juli 2016.



Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham),
Yasonna Hamonangan Laoly, menilai aturan tentang pengetatan pemberian
remisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, terutama bagi
narapidana kasus Narkotika, memicu permasalahan yang lebih besar. Napi kasus
Narkotika seolah tak memiliki harapan untuk bebas meski telah berkelakuan
baik di dalam lembaga pemasyarakatan (LAPAS). Menteri Menkumham
mengakui bahwa peraturan itu menimbulkan permasalahan baru. Napi kasus
Narkotika yang telah berkelakuan baik dan bahkan berprestasi, merasa tak
dihargai. Padahal tidak sedikit mereka yang benar-benar bertobat, bahkan
berprestasi, misalnya, berwirausaha sebagai hasil pelatihan selama berada di

lapas.!?

Persoalan lainnya mengenai eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 99
Tahun 2012 lainnya muncul dari Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M.
Mahfud MD yang menegaskan pembatasan remisi, pembebasan bersyarat, dan
hak narapidana lain harus dilakukan dengan payung hukum Undang-undang
bukan dengan Peraturan Pemerintah seperti yang tertuang dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.12

www.jurnalasia.com/2016/04/25/napi-narkoba-tanpa-remisi-ibarat-api-dalam-
sekam/, di akses pada tanggal 30 Juli 2016

2ywww.kompas.com/Indra Akuntono. Deytri Robekka Aritonang. Batasi Remisi Dengan
Undang-undang, Diakses tanggal 21 Juli 2016


http://www.jurnalasia.com/2016/04/25/napi-narkoba-tanpa-remisi-ibarat-api-dalam-sekam/di
http://www.jurnalasia.com/2016/04/25/napi-narkoba-tanpa-remisi-ibarat-api-dalam-sekam/di

Uraian di atas menunjukkan bahwa pengetatan remisi bagi kejahatan
luar biasa (Extraordinary Crime) terutama terhadap narapidana kasus narkotika
di Indonesia bertentangan dengan landasan dasar ideologi negara Indonesia
yaitu Pancasila, setidaknya pada prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab (sila
kedua) dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila kelima). Hak non-
diskriminasi ini kembali dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 d ayat (1),
dan Pasal 28 h ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan khususnya
Pasal 5 yang mengatur tentang hak-hak yang sama para napi didalam
pembinaannya baik perlakuan maupun pelayanan. Hak tersebut juga melanggar
Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) serta Pasal 20
International Covenant of Cultur and Politic Right (ICCPR) yang pada intinya

menyatakan persamaan hak dimuka hukum.

Berdasarkan uraian diatas jelas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
2012 memiliki problematik yang secara tidak langsung tentunya mempengaruhi
efektivitas pemberian remisi tersebut, oleh karena itu maka penulis membahas
lebih mendalam dalam penelitian yang berjudul “Pemberian Remisi Bagi
Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Rumah Tahanan Negara Klas | Kota

palembang”.



Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan

diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.

Bagaimanakah mekanisme pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana

penyalahgunaan narkotika di Rumah Tahanan Negara Klas | Kota Palembang

?

Bagaimana kendala dalam pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana
penyalahgunaan narkotika di Rumah Tahanan Negara Klas | Kota

Palembang?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah:

Untuk mengetahui mekanisme pemberian remisi bagi narapidana tindak
pidana penyalahgunaan narkotika di Rumah Tahanan Negara Klas | Kota

Palembang.

Untuk mengetahui kendala dalam pemberian remisi bagi narapidana tindak
pidana penyalahgunaan narkotika di Rumah Tahanan Negara Klas 1A Kota

Palembang.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian pada penulisan skripsi ini adalah:



1. Secara teoritis, memberikan referensi baru bagi mahasiswa hukum lainnya
khususnya pemahaman teoritis mengenai efektivitas pemberian remisi bagi
narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

2. Secara praktis, memberikan pengetahuan kepada para mahasiswa, aparat
penegak hukum dan narapidana itu sendiri agar lebih memahami remisi

sebagai suatu hak bagi narapidana.

Ruang Lingkup

Dalam skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup sesuai dengan
permasalahan yang akan dikaji, yaitu mengenai mekanisme pelaksanaan
pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika di
Rutan Tahanan Negara Klas | Kota Palembang serta kendala dalam pemberian
remisi bagi narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika ditinjau dari
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Rumah Tahanan Keluarga Klas |

Kota Palembang.

Kerangka Teoritik

1. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Utilitarian/ Doeltheorieen)

Menurut teori ini, pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut
dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai
sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut

Johanes Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan



masyarakat” (The Theory of Social Defence). Maka daripada itu ketika dilakukan

pemidanaan kepada seseorang yang melakukan kejahatan, tujuan utamanya

adalah memperbaiki si penjahat agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Sehingga pemberian pidana tidak hanya dilihat dari masa lampau melainkan juga

kemasa depan. Pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari

keadilan. Pemidanaan harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan
pidana saja, atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengembalian
saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.®

Menurut Karl. O. Christiansen, teori tujuan/ utilitirian ini memiliki ciri-
ciri pokok atau karakteristik, yakni:4

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (Prevention);

2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai
tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan;

3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si
pelaku saja (misal karena sengaja atau Culpa) yang memenuhi syarat untuk
adanya pidana;

4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan
kejahatan;

5. Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung
unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak

dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk

13 Dwidja Priyatno, Op.Cit, him. 25.

1 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: PT. Citra
Aditya, 2010, him. 17.



kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Sebenarnya dalam teori ini terdiri dari dua macam pencegahan, yaitu

pencegahan umum (Generale Preventie) dan pencegahan khusus (Speciale
Preventie). Pertama, Pencegahan umum itu ditunjukkan untuk menakut-nakuti

seseorang agar tidak melakukan suatu kejahatan. Penjahat dijatuhkan pidana agar
masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat.
Kedua, Pencegahan khusus artinya menjatuhkan pidana kepada penjahat
dimaksudkan untuk mendidik para pelaku tindak pidana menjadi orang baik

dalam bermasyarakat.®

2. Teori Penegakkan Hukum

Secara konsepsional arti dari penegakkan hukum menurut Soerjono
Soekanto adalah terletak pada menyerasikan hubungan nilai-nilai yang
terjabarkan di dalam keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan
pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum)
menjadi kenyataan. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini mempunyai kaitan yang erat
satu sama lain dan menjadi tolak ukur terhadap evektifitas dari keberhasilan

penegakkan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:®

1. Hukum (Undang-undang)

15 Ibid, him. 18.

16 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Raja
Grafindo Persada: Jakarta, 1983, him. 5



N

. Penegak hukum, vyakni pihak-pihak yang membentuk maupun

menerapkan hukum
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta rasa manusia di dalam

pergaulan hidup.

Metode Penelitian

1. Tipe/ Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum empiris. Penelitian empiris menggunakan data primer (data yang
diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara,
observasi, kuesioner, sample dan lain-lain).}” Alasan peneliti menggunakan
penelitian empiris karena penyelesaian masalahnya akan lebih rinci mengetahui
dan mengerti serta disamping menganalisis peraturan yang ada juga
berhadapan dengan kenyataan dan secara langsung berhubungan dengan

responden.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian sosiologis adalah suatu teori yang mempelajari

pengaruh hukum terhadap masyarakat dan sebagainya dengan pendekatan dari

7 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad., Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan
Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, him 153.



hukum ke masyarakat.®® Untuk memberikan pengertian hukum sosiologis,
penyusun akan mengemukakan dua pendapat yang mempunyai kapasitas dalam

bidang hukum sosiologi, pendapat tersebut antara lain:

a. Emile Durkheim

Penelitian hukum sosiologi berarti melihat fakta sosial yaitu cara — cara
bertindak, berfikir dan merasa yang ada di luar individu. Selain
menempatkan hukum sebagai fakta sosial Durkheim juga menelaah
hukum dengan solidariti sosial, dalam studi ini berarti hukum dijadikan

sebagai alat untuk menetapkan bentuk solidaritas suatu masyarakat.
b. Eugen Ehrlich

Eugen Ehrlich mencoba memperlihatkan perbedaan antara hukum positif

dengan hukum yang hidup, dengan menyatakan bahwa hukum positif

hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam suatu

masyarakat.*®

Dari kedua pendapat diatas, secara umum penelitian hukum sosiologis
merupakan bagian dari penelitian hukum yang bersifat empiris. Jika dipelajari
lebih dalam maka penelitian hukum empiris terdapat dua tipe, yaitu penelitian
hukum sosiologis itu sendiri dan penelitian sosiologi tentang hukum. Yang

menjadi pembahasan utama dalam makalah ini sebenarnya adalah desain metode

18 Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Jakarta; Prenada Media, 2009, him.9.

1% Soleman Taneko, Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat, Jakarta; Raja
Grafindo Persada, 1993, him.5-8.



penelitian hukum sosiologis, namun untuk mempermudah dalam memehamai
perbedaan dari keduanya, disini juga akan dibahas sedikit tentang penelitian

sosiologi tentang hukum.

Penelitian hukum secara sosiologis adalah suatu metode penelitian yang
berbasis pada ilmu — ilmu hukum normatif, tetapi bukan mengkaji mengenai
sistem norma dalam aturan perundang — undangan, namun mengamati bagaimana
reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam
masyarakat. Dalam penelitian hukum sosiologis, tugas seorang peneliti mengkaji

[3

tentang “ apa yang ada di balik yang tampak dari penerapan perundang —
undangan . sementara itu penelitian sosiologi hukum mengharuskan orang untuk
melihat hukum dari paradigma yang berbeda. Penelitian sosiologi hukum
memandang hukum bukan sebagai suatu sistem norma, tetapi hukum di
konstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek dan terlembagakan
serta mendapatkan legitimasi secara sosial. Apabila kita pahami lebih dalam
perbedaan antara penelitian hukum sosiologis dan penelitian sosiologi hukum
disebabkan karena dasar pijak keilmuan yang berbeda, penelitian hukum

sosiologis berpijak pada ilmu hukum sementara penelitian sosiologi hukum

berpijak pada ilmu sosiologis.?°

Jika di renungkan penelitian hukum sosiologis sebenarnya memiliki
karateristik tertentu, karena pada penelitian ini hukum di konsepkan sebagai

peranata sosial yang secara Rill dikaitkan dengan variabel — variabel sosial yang

20 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Desain Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010, him. 46-47.



lain. Sekadar untuk membedakan dengan penelitian hukum normatif, berikut ini

akan diuraikan karakteristik yang dimiliki pada hukum sosiologis.

Pertama, seperti halnya pada penelitian hukum normatif yang
menggunakan bahan kepustakaan sebagai data sekundernya, maka disini
penelitian hukum sosiologis juga menggunakan data sekunder sebagai data
awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.
Dengan demikian, penelitian hukum sosiologis tetap bertumpu pada premis

normatif.

Kedua, definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang—
undangan, khususnya terhadap penelitian yang hendak meneliti efektifitas suatu

undang — undang.

Ketiga, hipotesis kadang—kadang diperlukan, misalnya penelitian yang

ingin mencari hubungan antara berbagai gejala atau variabel

Keempat, akibat dari jenis datanya ( data sekunder dan data primer ) maka
alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan ( observasi ), dan
wawancara. Pada penelitian hukum sosiologis selalu diawali dengan studi
dokumen, sedangkan pengamatan ( observasi ) di gunakan pada penelitian yang
hendak mencatat atau mendeskripsikan perilaku ( hukum ) masyarakat,
wawancara digunakan pada penelitian yang ingin mengetahui keadaan tertentu

dalam suatu masyarakat.

Kelima, penetapan sampling harus dilakukan, terutama jika hendak

meneliti perilaku hukum dalam suatu masyarakat.



Keenam, pengolahan datanya dapat dilakukan secara kualitatif dan atau

kuantitatif.

Akhirnya, kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk
mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk penegakan hukum.
Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan — permasalahan
di balik pelaksanaan penegakan hukum dan juga dapat digunakan sebagai bahan

penyusun undang—undang.?
3. Sumber Data

a. Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau
diwawancara. Pencatatan sumber data utama melalui pengamatan atau observasi
dan wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat,
mendengar dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa
bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan, yang diperoleh secara langsung
dari responden terhadap pengetatan remisi semenjak diberlakukannya Peraturan

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.%

b. Data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer.
Data ini bersumber dari literatur yaitu peraturan perundang-undangan, dokumen-
dokumen resmi yang berhubungan dengan pemberian remisi narapidana

narkotika. Selain kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama diperlukan

21 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta; PT. Raja
Grafindo Persada, 2004, him. 134.

22 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana, 2011, him. 96.



juga data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.?

4, Lokasi Penelitian

Dalam penelitian kali ini, peneliti menetapkan lokasi penelitian ini
dilakukan di Rumah Tahanan Negara Klas | Kota Palembang yang beralamat di JI. Isp.

Marzuki.Km.4 No. 60 Palembang (0711) 411348.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

A. Populasi, menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri
atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.?
Populasi penelitian ini adalah narapidana yang telah menerima remisi di Rutan Klas

| Palembang.

B. Sampel, menurut Sukmadinata sampel adalah kelompok kecil yang secara
nyata diteliti dan ditarik kesimpulan dari populasi.?> Dalam penelitian ini
yang dijadikan sampel adalah narapidana narkotika yang telah menerima

remisi di Rutan Klas | Palembang

23 7ainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, him. 47

24 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Bandung: AFABETA, 2011.
him. 80.

% Ibid, him. 120.



6. Analisis Data Penelitian

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data
kualitatif. Analisis data kualitatif adalah data yang dikumpulkan naturalistik yang terdiri
atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, data sukar diukur dengan angka,
hubungan antara variabel tidak jelas, dan pengumpulan data menggunakan pedoman
wawancara dan observasi serta kuisioner atau mengembangkan data tersebut dalam
bentuk kata-kata atau kalimat. Sedang pola pikir secara kualitatif artinya hanya
mengecek dan melaporkan apa yang ada ditempat peneliti yang diselenggarakan

penelitian.?®

7. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan Kkristalisasi dari fakta dan analisis yang telah
dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.?’ Pengambilan kesimpulan
dalam skripsi ini dilakukan secara deduktif yaitu cara berfikir dengan menarik

kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.?

26 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2009.
him.103.

27 Zainuddin Ali, Op.Cit, him 177.

28 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian llmu Hukum, Bandung: Mandar Maju,
1986, him 32.
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